
BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINSI ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR TO TAHUN 2023 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 

NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI LINGKUNGAN 
PEMINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
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Menimbang 

Mengingat 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

a . bahwa dalam rangka efektifitas penilaian kinerja diantaranya [ 
bagi Jabatan Pimpinan Tinggi khusus Staf Ahli dengan beban \ 
hesja ier~cit yang idak apat ipreksi uraka ikecuaiikan 
dari kewajiban menginput kinerja disesuaikan dengan 
pengecualian bagi Kepala Perangkat Daerah, untuk itu perlu 
dilakukan perubahan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a. maka perlu menetankan Perubahan atas Peraturan 
Bupati Aceh Barat Daya Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Peraturan Bupati Aceh Ba.rat Daya tentang Program e-Kinerja di 
Tin@langan Pepi+,h Kapoten A, n.at Prye: 

1 .  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
av.pee uei D&at Daya, auupeten ayu ucs, ~aoupauen 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179) ;  

2. Undana-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undgngz-Undeng Nccr 1 1  Tak2n 2006 tertzng Pemeritahan 
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
··�- -�'t 
ru.<j, 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Noor 2 Teun 222 ten~ng ipta erja menjai unang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 



Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2 0 1 7  ten+ang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
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dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2017 
tcntang Manajemen Fegewai Negcri ipii (iemoaran ivegara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. ieraturan ernenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik f 
Indonesia tahun 2019 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negr? j 
Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian 
Kineria Pegaw=i Negri Sipi! (rrhzrz Nga Repubtk 
Indonesia tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomnor 6340); 
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Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
inonesia vomor 6 7  18j; 

1 1.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011  tentang Pedoman 

Evaluasi Jabatan; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
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Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 
Palaran Melei Dalan liegeri ivomor 77 Tahun zUzU tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
reraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan 
Pelaksana Pegawai Neaeri Sipil di Lingkngan Inst=nsi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 1047); 
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tentang Program e-Kinerja di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Darat Daya Tad±en 2022 Noor i2); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 

NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PROGRAM E-KINERJA DI 

LINGKUNGAN PEMEKiNTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya 
Nomor 1 2  Tahun 2022 tentang Program e Kinrrje di Ling!ungan 
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 12),  diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yalmi huruf d, 
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

�elurun PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana ' 
dimaksud dalam Pasal 3 wajib menginput kinerja dalam program [ 
e-Kineria. kecuali: 
a. Sekretaris Daerah; 
b. Asisten; 
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d. Staf Ahli. 

2. Keteniuan Frasei o ayat (i j  iuruf a qthapus, sehingga Pasal 6 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 
(1)  PNS vans diwaiibkan 

dari: 
a. dihapus; 
• j2btr Administrator sctara scion Ill.a et Ii.b; 
c. jabatan Pengawas setara eselon IV.a, dan IV.b; 
d. jabatan Fungsional; 
e. jiatan reiaxsana, 
f. CPNS; dan 
g. PNS yang dititipkan pada Pemerintah Kabupaten 

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  tidak menginput e 
Kinerja karena: 
a. diberhentikan sementrn ebegei PNS; 
b. diperbantukan atau dititipkan di luar Instansi Pemerintah 

Ka bu paten; 

d. memasuki masa persiapan pensiun; 
e. melaksanakan tugas belajar; dan 
• itanan oieh aparat penegak hukum selama masa 

pemeriksaan. 



Papal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 

Ditetapkan di Blangpidie 

pada tanggal ( LkeE 2023 M 
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( sEKRETARIS DAERAH f 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
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BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR19 


